
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023 

Tentang  

Penyidikan Tunggal Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Sektor 
Jasa Keuangan Dan Frasa “Pegawai Tertentu” Dalam Penyidik Otoritas Jasa 

Keuangan 
 
 

Pemohon : Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB 
Bumiputera 1912, I Made Widia, dkk 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa 
“pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa 
“hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” 
dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) 
UUD 1945. 

Amar Putusan : Dalam Provisi: 
Menolak permohonan provisi para Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa “hanya dapat 
dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam 
Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan 
oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga 
norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 
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Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 
49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya 
berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa 
keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa 
Keuangan”. 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

Tanggal Putusan : Kamis, 21 Desember 2023. 
Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah Badan Hukum Privat Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi 
(SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan perorangan warga negara 
Indonesia selaku nasabah bank. Menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal 8 angka 21 UU 
4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf 
c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 
ayat (5) UU 21/2011 telah menyebabkan terhambatnya akses keadilan para Pemohon dalam 
rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil karena tidak dapat menempuh 
upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian dalam hal penegakan hukum 
atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan; 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 
51 ayat (3) UU MK, meskipun dalam permohonan para Pemohon a quo tertulis “Pengujian 
Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 
4/2023”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya untuk dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6845) yang memuat perubahan atas norma frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 
ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” 
dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sehingga 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon I 
sebagai badan hukum privat telah dapat membuktikan bahwa kepentingannya diwakili oleh 
pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun syarat mandat dari organisasi. 
Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menguraikan 
anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut 
menurut Pemohon II sampai dengan Pemohon VI dirugikan maupun potensial dirugikan 
dengan berlakunya norma Pasal a quo. Di samping itu, Pemohon II sampai dengan 
Pemohon VI juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian 
atas hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal 
verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh 
karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian maupun potensi 
kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. 
Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para 
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo 

Bahwa terhadap permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela guna menunda pemberlakuan 
ketentuan UU 4/2023 dan undang-undang yang digunakan adalah UU 21/2011, dengan 
alasan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam proses penyidikan tindak pidana 
jasa keuangan yang sedang ditangani oleh Kepolisian serta mencegah kerugian para 
Pemohon maupun para pihak yang sedang ditangani dan yang akan melaporkan tindak 
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pidana sektor jasa keuangan di Kepolisian, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan 
Pasal 58 UU MK Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk 
menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang sebagaimana yang dimohonkan 
oleh para Pemohon. Terlebih, di dalam menilai konstitusionalitas norma pasal yang 
dimohonkan pengujian, Mahkamah memerlukan pendalaman dan pembahasan yang 
komprehensif melalui persidangan pemeriksaan lanjutan. Dengan demikian, permohonan 
provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum 

Terhadap dalil para Pemohon mengenai kewenangan penyidikan OJK pada tindak 
pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang 
memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, Mahkamah mempertimbangkan, 
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan peran dan tugas 
Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan 
untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. Terlebih, 
kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian 
yang fundamental dalam proses pengejawantahan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 21/2011, OJK adalah 
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 
Berkenaan dengan kewenangan penyidikan OJK, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XIX/2021 telah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan 
adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri. 
Namun demikian, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan 
undang-undang yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945 
maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga 
penunjang (auxiliary agencies) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki 
kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi. Dengan demikian, berkenaan 
dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam 
hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari jenis tindak 
pidana umum, OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang 
(supporting system) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian. 

Bahwa salah satu tujuan disusunnya UU 4/2023 antara lain penguatan mandat atas 
pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan secara 
absolut kepada OJK  sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat 
perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011. Kemudian UU 4/2023 telah 
mendelegasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan 
Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang secara a contrario memiliki 
pengaturan yang berbeda mengenai ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU 
4/2023 yaitu pemberian payung hukum terhadap penyidikan dalam sektor jasa keuangan 
kepada penyidik Polri. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya 
perbedaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan 
antara ketentuan yang terdapat dalam PP 5/2023 dengan UU 4/2023. 

Bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 
menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah .. “kesesuaian 
antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan 
keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023, yang 
disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa PP 5/2023 a quo disusun sebagai “pintu darurat” bagi perkara di 
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Bareskrim yang tertunda penanganannya akibat keberlakuan pasal yang dimohonkan 
pengujian [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023, Senin, 28 Agustus 2023, 
hlm. 28 dan Keterangan Tambahan Presiden Tanggal 25 September 2023, hlm. 4]. 
Sehingga dengan adanya fakta hukum a quo semakin menegaskan pertentangan antara 
norma yang mengatur tentang kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 
angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 dengan yang 
ada dalam PP 5/2023. Dengan demikian, fakta hukum adanya pertentangan antara norma-
norma tersebut di atas, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menegaskan dengan 
memberikan pemaknaan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 
yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011.  

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah 
kewenangan penyidikan OJK dalam pasal a quo telah memberikan batasan terhadap 
keberadaan penyidik Polri, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengingkaran terhadap 
kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik 
utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
102/PUU-XVI/2018. Selain itu, hal tersebut berpotensi bahkan berakibat menghilangkan 
kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dalam tindak pidana umum dan/atau tindak pidana 
tertentu termasuk tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Dengan demikian ketentuan 
Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan 
oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan 
dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 adalah 
inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat dilakukan oleh penyidik 
Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian dan terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kewenangan 
penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU 4/2023, 
pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo. 

Terhadap dalil para Pemohon mengenai isu konstitusionalitas dalam Pasal 8 angka 21 
UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c 
UU 21/2011, Mahkamah mempertimbangkan, kewenangan untuk melakukan penyidikan 
dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) 
KUHAP dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-
XIII/2015, tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka 
kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak 
bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. 

Bahwa dalam rangka memperkuat kewenangan dan kompetensi penyidik OJK untuk 
melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan yang memiliki kompleksitas 
dan karakteristik tersendiri, OJK telah memiliki beberapa kantor perwakilan yang 
ditempatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Namun dengan melihat kondisi faktual 
penanganan penyidikan saat ini, adanya keterbatasan kemampuan untuk melakukan 
penyidikan hanya sampai tingkat provinsi dan keterbatasan jumlah penyidik maka OJK 
masih harus tetap bersinergi dengan Kepolisian yang memiliki jumlah penyidik dan 
infrastruktur yang lebih memadai dan dapat menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan 
desa di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya penambahan 
“pegawai tertentu” yang dianggap menimbulkan persoalan hukum dalam praktik penegakan 
hukum pidana, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian adalah berlebihan karena dalam 
memenuhi tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan 
optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan 
industri jasa keuangan yang semakin kompleks, OJK dapat meningkatkan profesionalitas 
pegawainya dengan memberikan pengetahuan/kompetensi khusus untuk lebih  memahami 
teknik-teknik penyidikan/investigasi khusus di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, 
pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh 
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kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus 
dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah 
hal yang dapat dibenarkan. 

 Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah 
ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai 
tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 tidak bertentangan dengan prinsip 
negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang 
didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon a quo 
adalah tidak beralasan menurut hukum 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
berkesimpulan terhadap permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 
angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh 
penyidik Otoritas Jasa Keuangan“ dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 adalah beralasan 
menurut hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan para Pemohon sepanjang 
pengujian norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai 
tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 adalah tidak beralasan menurut 
hukum.  

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai 
berikut: 
Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon. 
Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh 
penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh 
penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: 
“Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh 
penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 
 


